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TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGGUNAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara

Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Menetapkan

6267);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan
menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk
melakukan pembayaran atas belanja yang dapat
dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran
pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank
Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan  Satker
berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban
pembayaran pada waktu yang disepakati dengan
pelunasan secara sekaligus.

Pemegang Kartu Kredit Pemerintah adalah pejabat
dan/atau pegawai di lingkungan Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga yang berstatus sebagai
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, atau pegawai lainnya untuk melakukan
belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan
penetapan oleh KPA.

Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian
negara/lembaga pemerintah nonkementerian
negara/lembaga negara.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah
unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau
unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan
kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan APBN.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBN.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian
atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah
pembayaran.

Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP
adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
Belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara pada Kantor/Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga.

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya
disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk
membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada
yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan

tertentu.
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17.

Administrator Kartu Kredit Pemerintah adalah pejabat
dan/atau pegawai di lingkungan Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga yang berstatus sebagai
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, atau pegawai lainnya untuk melakukan tugas
tertentu terkait dengan penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah berdasarkan penetapan oleh KPA.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya
disebut DJPb adalah Unit Organisasi lini Kementerian
Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan yang dipimpin oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja
Kementerian Keuangan yang salah satu tugasnya adalah
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah DJPb yang selanjutnya disebut Kanwil
DJPb adalah instansi vertikal DJPb yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPb
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor Wilayah.

Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah adalah Bank yang
menerbitkan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
(APMK) untuk kegiatan Satker.

Daftar Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah
yang selanjutnya disebut DPT Kartu Kredit Pemerintah
adalah daftar hasil verifikasi PPK yang memuat informasi
nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah, nomor Kartu
Kredit Pemerintah, jenis belanja barang, rincian
pengeluaran, pembebanan anggaran, dan jumlah tagihan
yang harus dibayar kepada Bank Penerbit Kartu Kredit

Pemerintah.
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Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut
Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan
langsung kepada BP/penerima hak lainnya atas dasar
perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat
perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah
Membayar Langsung.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada BP untuk membiayai kegiatan operasional sehari-
hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut
sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui
mekanisme pembayaran langsung.

UP Tunai adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu
yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP
melalui rekening BP untuk membiayai kegiatan
operasional  sehari-hari  Satker atau  membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung yang sumber dananya berasal dari rupiah
murni.

UP Kartu Kredit Pemerintah adalah uang muka kerja
yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit)
kredit kepada BP/BPP yang penggunaannya dilakukan
dengan Kartu Kredit Pemerintah untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung yang sumber dananya berasal dari rupiah
murni.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
TUP adalah uang muka yang diberikan kepada BP untuk
kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan
melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

TUP Kartu Kredit Pemerintah adalah uang muka kerja
yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit)
kredit kepada BP/BPP untuk kebutuhan yang sangat
mendesak, tidak dapat ditunda, dan/atau tidak dapat
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